








PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI 
SYAFRIL., SE., M.M.

Jabatan : Sekretaris BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI SYAFRIL., 
SE., M.M.

Jabatan : Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), 

jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 

serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 

pada Unit Kerja yang saya pimpin.

2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam 

mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh 

proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung 

pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang 

dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.



5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan 

kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak 

nyata dalam kehidupan masyarakat.

7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian 

kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring 

dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian 

Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian 

ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 

dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana

yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE„ M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Meningkatnya Tata
Kelola dan
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah

Nilai 78,62

2 Terlaksananya Pelayanan 
Publik Perangkat Daerah

Presentase 
pelaksanaan 
pelayanan publik 
perangkat daerah

Persen 100

3 Terlaksananya Survey 
Kepuasan Masyarakat 
pada Perangkat Daerah

Persentase hasil
Survey
Kepuasan
Masyarakat pada
Perangkat
Daerah

Persen 100

4 Terwujudnya organisasi 
perangkat daerah yang 
efektif, akuntabel, dan 
adaptif dalam mendukung 
pencapaian kinerja serta 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik.

Persentase Perangkat 
Daerah Pelaksanaan 
Kematangan Organisasi 
Perangkat Daerah

Persen 100

5 Tersedianya Dokumen 
Manajemen Risiko
Kepala Perangkat
Daerah

Persentase
Ketersediaan 
dokumen Manajemen 
Risiko pada Kepala 
Perangkat Daerah per 
Triwulan

Persen 100

6 Terlaksananya 
pengelolaan data 
pemerintah daerah 
yang akurat, 
mutakhir, terpadu, 
dan dapat
dipertanggungjawab 
kan pada Perangkat
Daerah

Tingkat keterisian Data 
Prioritas Tahunan pada 
Perangkat daerah

Persen 100

7 Terlaksananya
Kepatuhan Input e- 
Pantau

Tingkat Ketepatan waktu 
input e-Pantau dan telah 
di verifikasi 100% per 
tanggal 10 setiap bulan 
Pada Bidang Sekretariat

Persen 100

8 Terlaksanannya Tugas 
yang di perintahkan oleh 
atasan baik secara lisan 
maupun tertulis

Jumlah pelaksanaan
Tugas yang di 
perintahkan oleh atasan 
baik secara lisan maupun 
tertulis

Dokumen
/Laporan

12



PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp 27.632.003.424,00 APBD

JUMLAH ANGGARAN Rp 27.632.003.424,00

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN SEKRETARIS

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE„ M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

ISNAWATI SYAFRIL., SE„ M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 197402171997032004



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIFUL BAHRI, S.Hut, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI 
SYAFRIL., SE., M.M.

Jabatan : Pit.KEPALA BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja 

(Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 

(RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai 

Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.

2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif 

dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan 

publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam 

seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna 

mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan 

meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA
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yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan 

kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak 

nyata dalam kehidupan masyarakat.

7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian 

kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun,Monitoring 

dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian 

Kineija Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian 

ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari 

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana 

yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

£

)

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BAD AN

Sv. VANESA VILNA SIS, S.E.M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP.197402171997032004

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH

/ -U ^7
SAlFUL BAHRl^ S.Hut, M.Si

PEMBINA VV/a)
NIP. 197901032005021006

)

)
)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA

(
(

(
(

(

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan dan Capaian 
Pembangunan Daerah

Persentase Keselarasan 
Indikator dan Target Sasaran 
RKPD dan RPJMD

Persen 100

Persentase Capaian Program 
Prioritas Daerah

Persen 100

Persentase Capaian Kineija 
Program Dedikasi Daerah

Persen 100

Penilaian Kinerja
Perencanaan (Komponen 
SAKIP)

Nilai 21,97

2 Tersedianya Inovasi Perangkat 
Daerah yang berdampak pada 
percepatan pencapaian 
rdnerja dan perbaikan proses 
kerja

Ketersediaan Inovasi 
Perangkat daerah ada 
level Perencanaan 
Pembangunan Daerah

Persen 100

3 Terlaksananya Survey 
Kepuasan Masyarakat pada 
Bidang Perencanaan 
Pengendalian dan Evaiuasi 
Pembangunan Daerah

Persentase hasil Survey 
Kepuasan Masyarakat 
pada Bidang Perencanaan 
Pengendalian dan
Evaiuasi Pembangunan 
Daerah

Persen 100

4 Tersedianya Inovasi Perangkat 
Daerah yang berdampak pada 
percepatan pencapaian 
kinerja dan perbaikan proses 
kerja

Ketersediaan Inovasi 
Perangkat daerah ada level 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah

Persen 100

Persentase tindak lanjut 
hasil Survey Kepuasan 
Masyarakat pada Bidang 
Perencanaan Pengendalian

Persen 100

5 Terlaksananya Forum 
Konsultasi Publik
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen
Berita Acara Hasil
Forum Konsutasi Publik 
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Dokumen 100

Persentase
Rekomendasi Yang
Sudah ditindak Lanjuti 
dari Berita Acara Hasil
Forum Konsutlasi
Publik Perencanaan 
Pembangunan Daerah

Persen 100

6 Tersedianya Dokumen 
Manajemen Risiko Bidang 
Perencanaan
Pengendalian dan
Evaiuasi Pembangunan 
Daerah

Persentase Ketersediaan 
dokumen
Manajemen Risiko
Bidang Perencanaan 
Pengendalian dan
Evaiuasi Pembangunan 
Daerah per Triwulan

Persen 100

)

)

)
)
)
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8 Terwujudnya pengelolaan 
data pemerintah daerah 
yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat 
dipertanggungj awabkan

Terlaksananya
Penetapan Data
Prioritas Tahunan

Persen 100

9 Terlaksananya Kepatuhan 
Input e- Pantau pada
Bidang Perencanaan 
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan 
Daerah

Tingkat Ketepatan 
waktu input e-Pantau 
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10 
setiap bulan pada
Bidang Perencanaan 
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan 
Daerah

Persen 100

Terlaksananya 
rekomendasi kebijakan 
evaluasi dan 
pengendalian 
pembangunan daerah

Persen 100

10 Tersedianya Arsip Bidang 
Perencanaan
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan 
Daerah

Jumlah Dokumen Arsip 
Bidang Perencanaan 
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan 
Daerah

Dokumen 12



PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PROGRAM PERENCANAAN

PEN GENDALIAN DAN

EVALUASI PEMBANGUNAN

DAERAH

Rp. 2.636.053.618,- APBD

JUMLAH ANGGARAN Rp. 2.636.053.618,-

Pihak Kedua,

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

{

C
{
(

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFR1L., SE„ M.M.

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH

SAlFUL BAHRI\S.Hut, M.Si
^ PEMBINA (IV/a)

NIP. 197901032005021006

)
)
)
)

i
(
(
(

{

(

)
)
)
)

)

i



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
BAD AN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 

KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESTU IRAWAN.,S.T

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI 
SYAFRIL., SE., M.M.

Jabatan : Pit.KEPALA BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja 

(Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 

(RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai 

Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.

2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif 

dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan 

publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam 

seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna 

mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan 

meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan 

kebijakan berbasis data.

rat, f| 

ilan

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak 

nyata dalam kehidupan masyarakat.

7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian 

kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun,Monitoring 

dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian 

Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian 

ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari 

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana 

yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL.. SE.. M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

KEPALA BIDANG PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR DAN 

KEW L AYAH AN

RESTOJ IRAWAN..S.T
PENATA TK.I (IH/d)

NIP. 197902022011011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan dan Capaian 
Pembangunan Bid an g 
Infrastruktur dan
Kewilayahan

Persentase Keselarasan
RKPD dengan Renja PD pada 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan

Persen 100

Persentase Capaian Program 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan

Persen 100

Persentase Capaian Program 
Dedikasi Daerah Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
dan Kewilayahan

Persen 100

Penilaian Kinerja
Perencanaan (Komponen 
SAKIP) Perngkat daerah di 
bawah Koordianasi Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
dan Kewilayahan

Nilai 19,15

2 rerwujudnya rekomendasi 
kebijakan pengelolaan sistem 
irigasi secara terpadu, 
partisipatif dan berkelanjutan

Persentase rekomendasi 
kebijakan pengelolaan 
sistem irigasi secara 
terpadu, partisipatif dan 
berkelanjutan

Persen 100

3 rerwujudnya perumusan 
strategi dan kebijakan dalam 
pelaksanaan program kerja 
pengembangan perumahan 
dan kawasan pemukiman

Persentase keselarasan 
rekomendasi kebijakan 
program kerja 
pengembangan 
perumahan dan kawasan 
pemukiman

Persen 100

4 Terlaksananya Survey 
Kepuasan Masyarakat Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
Kewilayahan

Persentase hasil Survey 
Kepuasan Masyarakat
Bidang Perencanaan 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan

Persen 100

Persentase tindak lanjut 
hasil Survey Kepuasan 
Masyarakat pada Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
dan Kewilayahan

Persen 100

5 Terlaksananya Forum 
Konsultasi Publik Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
dan Kewilayahan

Tersedianya Dokumen
Berita Acara Hasil
Forum Konsutasi Publik 
Bidang Perencanaan 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan

Dokumen 100



Persentase
Rekomendasi Yang
Sudah ditindak Lanjuti 
dari Berita Acara Hasil
Forum Konsutasi Publik 
Bidang Perencanaan 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan

Persen 100

6 Tersedianya Analisis 
Kebijakan dan Pemecahan 
Masalah pada Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
Kewilayahan

Persentase Ketersediaan 
Analisis Kebijakan dan 
Pemecahan Masalah 
pada Bidang
Perencanaan
Infrastruktur
Kewilayahan

Persen 100

7 Tersedianya Arsip Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
Kewilayahan

Jumlah Dokumen Arsip 
Bidang Perencanaan 
Infrastruktur
Kewilayahan

Dokumen 12

8 Tersedianya Dokumen 
Manajemen Risiko Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
dan Kewilayan

Persentase Ketersediaan 
dokumen Manajemen
Risiko Bidang
Perencanaan
Infrastruktur dan
Kewilayan per Triwulan

Persen 100

9 Terlaksananya 
pengelolaan data 
pemerintah daerah yang 
akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat 
dipertanggungj awabkan 
pada Perangkat Daerah di 
bawah koordinasi Bidang 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan

Tingkat keterisian Data 
Prioritas Tahunan pada 
Perangkat daerah di 
bawah koordinasi
Bidang Perencanaan 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan

Persen 100

10 Terlaksananya Kepatuhan 
Input e- Pantau Bidang 
Perencanaan Infrastruktur 
Kewilayahan

Tingkat Ketepatan 
waktu input e-Pantau 
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10 
setiap bulan Pada
Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan

Persen 100

11 Terlaksananya Tugas 
Kedinasan yang di 
perintahkan oleh atasan 
baik secara tertulis 
maupun lisan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Tugas 
Kedinasan yang di 
perintahkan oleh atasan 
baik secara tertulis 
maupun lisan

Laporan 12



PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PROGRAM KOORDINASI DAN

SINKRONISASI

PERENCANAAN

PEREKONOMIAN DAN SDA

Rp. 800.000.000,- APBD

JUMLAH ANGGARAN Rp. 800.000.000,-

)
)
)

(
Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR DAN / 

KEWILAYAHAN /

)

{
SYARIFAH VANESA VILNA SAV1TRY

ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 197402171997032004

RESTU IRAWAN..S.T
PENaA'A TK.I (III/d)

NIP. 197902022011011001

)

)
)
)

)
)

(

(

)

)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
BAD AN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 

KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GAMAL ABDUL AZIZ., S.I.P,M.M

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI 
SYAFRIL., SE., M.M.

Jabatan : Pit.KEPALA BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja 

(Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 

(RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai 

Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.

2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif 

dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan 

publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam 

seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna 

mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan 

meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



yang berbasis data.

(5 

{

(6 
{

Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan 

pengambilan kebijakan berbasis data.

Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak 

nyata dalam kehidupan masyarakat.

{

(

7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target 

perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim 

Penyu sun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai 

Kartanegara.

{
(

8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

tersebut menjadi

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian 

Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian 

ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

(
(

(

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari 

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana 

yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

{
{
(
(
{

Plt.KEPALA BADAN

SYARIFAH VANESA V1LNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL.. SE.. M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

KEPALA BIDANG BID ANG 
PERENCANAAN PEMERINTAHAN 
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

GAMAL ABDUL AgiZ.. S.I.P.M.M
PEMBINA (IV/a)

NIP. 198205102006041015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Terlaksananya Kepatuhan 
Input e- Pantau pada
Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 
Organisasi

Tingkat Ketepatan waktu input 
e-Pantau dan telah di verifikasi 
100% per tanggal 10 setiap 
bulan Pada Bidang
Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia

Persen 100

Tingkat Ketepatan waktu input 
e-Pantau dan telah di verifikasi 
100% per tanggal 10 setiap 
bulan Perangkat Daerah di 
bawah koordinasi Bidang 
Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia

Persen 100

2 Tersedianya Dokumen 
Manajemen Risiko pada 
Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia

Ketersediaan dokumen 
Manajemen Risiko pada
Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia per 
Triwulan

Persen 100

3 Terlaksananya pengelolaan 
data pemerintah daerah 
yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
pada Perangkat Daerah di 
bawah koordinasi Bidang 
Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia

Tingkat keterisian Data 
Prioritas Tahunan pada 
Perangkat daerah di bawah 
koordinasi Bidang
Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia

Persen 100

4 Terlaksananya Survey 
Kepuasan Masyarakat 
Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan

Persentase hasil Survey 
Kepuasan Masyarakat Bidang 
Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia

Persen 100

Persentase Rekomendasi Yang 
Sudah ditindak Lanjuti dari 
Berita Acara Hasil Forum 
Konsutasi Publik Bidang 
Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia

Persen 100

5 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan dan Capaian 
Pembangunan Bidang 
Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia

Persentase Keselarasan 
Indikator dan Target Sasaran 
RKPD dan RPJMD

Persen 100

Persentase Capaian Program 
Prioritas Daerah

Persen 100

Persentase Capaian Kinerja 
Program Dedikasi Daerah

Persen 100

Penilaian Kinerja Perencanaan 
(Komponen SAKIP)

Nilai 21,23



6 Terwujudnya perumusan 
strategi dan kebijakan 
dalam percepatan 
penurunan stunting

Persentase keselarasan 
rekomendasi kebijakan 
penurunan stunting 
dengan program prioritas 
daerah

Persen 100

7 Terwujudnya perumusan 
strategi dan kebijakan 
dalam pelaksanaan 
program kerja 
penan ggulangan 
kemiskinan

Persentase keselarasan 
rekomendasi kebijakan 
penanggulangan 
kemiskinan dengan 
program prioritas daerah

Persen 100

8 Terwujudnya perumusan
strategi dan kebijakan 
dalam pelaksanaan 
program kerja 
pengembangan kabupaten 
layak anak

Persentase keselarasan 
rekomendasi kebijakan 
program keija pengembangan 
Kabupaten Layak Anak

Persen 100

9 Terlaksananya Forum 
Konsultasi Publik Bidang 
Perencanaan Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia

Tersedianya Dokumen Berita 
Acara Hasil Forum Konsutasi 
Publik Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan

Dokumen 1

Persentase Rekomendasi
Yang Sudah ditindak
Lanjuti dari Berita Acara
Hasil Forum Konsutasi
Publik Bidang
Perencanaan
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia

Persen 100

10 Tersedianya Analisis 
Kebijakan dan
Pemecah an Masalah
Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia

Persentase Ketersediaan 
Analisis Kebijakan dan 
Pemecahan Masalah
Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia

Persen 100

11 Tersedianya Arsip
Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen Arsip
Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia

Dokumen 12

12 Tersedianya Laporan 
Pelaksanaan Tugas 
Kedinasan berdasarkan 
perintah atasan baik 
lisan maupun tulisan.

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Tugas
Kedinasan berdasarkan 
perintah atasan baik 
lisan maupun tulisan.

Laporan 24



(
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PROGRAM KOORDINASI DAN

SINKRONISASI PERENCANAAN

PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN MANUSIA

Rp. 2.636.053.618,- APBD

JUMLAH ANGGARAN Rp. 2.636.053.618,-

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
(

{
(
(
(

Plt.KEPALA BADAN KEPALA BIDANG BIDAi
PERENCANAAN PEMERINTA**^ 
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY GAMAL ABDUL AZIZ., S.I.P,M.M 
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M PEMBINA (IV/a)

PEMBINA TK. I (IV/b) NIP. 198205102006041015
NIP. 197402171997032004

(

{
(
(
(



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS EKO SAMPURNO, S.St,Pi

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI 
SYAFRIL., SE., M.M.

Jabatan : Pit.KEPALA BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja 

(Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 

(RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai 

Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.

2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif 

dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan 

publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam 

seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna 

mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan 

meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA



/

'(

I

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan 
kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak 

nyata dalam kehidupan masyarakat.

7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target peijanjian 

kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kineija dan Tim Penyusun, Monitoring 

dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Peijanjian 

Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian 
ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kineija sebagaimana

yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN DAN SDA

SYARIF AH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

BAGUS AMPURNO, S.St.Pi
fATA TK/I/ (Ill/d) 

198303302008011008

I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan Capaian 
Pembangunan Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persentase Keselarasan
RKPD dengan Renja PD pada 
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Persen 100

Persentase Capaian Program
Perangkat Daerah Bidang

Persen 100

Persentase Capaian Program 
Dedikasi Daerah Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persen 100

Penilaian Kinerja 
Perencanaan (Komponen

Nilai 20,14

2 Terwujudnya ketersediaan 
data dalam rangka percepatan 
pertumbuhan ekonomi daerah

Persentase pelaksanaan 
monitoring dan 
pengumpulan data 
sembilan langkah 
kongkrit

Persen 100

Persentase entri data 
pelaporan hasil 
sembilan langkah 
kongkrit melalui situs 
web:
kendaliekonomi.kemen 
dagri.go.id paling 
lambat tanggal 20 
setiap bulannya

Persen 100

Persentase penyiapan 
bahan rapat koordinasi 
dan evaluasi atas 
capaian percepatan 
pertumbuhan ekonomi

Persen 100

Persentase penyusunan 
dan pelaporan 
pelaksanaan tugas

Persen 100

3 Terwujudnya keselarasan 
roadmap pengendalian Inflasi 
Daerah dengan program 
prioritas daerah

Persentase keselarasan 
roadmap pengendalian
Inflasi Daerah dengan 
program prioritas daerah

Persen 100

4 Terlaksananya Survey
Kepuasan Masyarakat Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persentase hasil Survey 
Kepuasan Masyarakat Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persen 100

Persentase tindak lanjut 
hasil Survey Kepuasan 
Masyarakat pada Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persen 100

)
)

)

)

)

)
)



5 Terlaksananya Forum 
Konsultasi Publik Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Tersedianya Dokumen
Berita Acara Hasil
Forum Konsutasi Publik 
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Dokumen 1

Persentase
Rekomendasi Yang
Sudah ditindak Lanjuti 
dari Berita Acara Hasil
Forum Konsutasi Publik 
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Persen 100

6 Tersedianya Analisis
Kebijakan dan Pemecahan 
Masalah pada Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Persentase
Ketersediaan Analisis 
Kebijakan dan
Pemecahan Masalah 
pada Bidang
Perencanaan
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Persen 100

7 Tersedianya Arsip Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Jumlah Dokumen Arsip
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Dokumen 12

8 Tersedianya Dokumen 
Manajemen Risiko Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Persentase
Ketersediaan dokumen 
Manajemen Risiko pada 
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam per 
Triwulan

Persen 100

9 Terlaksananya pengelolaan 
data pemerintah daerah 
yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
pada Perangkat Daerah di 
bawah koordinasi Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Tingkat keterisian Data 
Prioritas Tahunan pada 
Perangkat Daerah di 
bawah koordinasi
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Persen 100

10 Terlaksananya Kepatuhan 
Input e- Pantau

Tingkat Ketepatan 
waktu input e-Pantau 
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10 
setiap bulan Pada
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Persen 100



Tingkat Ketepatan 
waktu input e-Pantau 
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10 
setiap bulan Perangkat 
Daerah di bawah 
koordinasi Bidang

Persen 100

11 Terlaksananya Tugas 
Kedinasan yang di 
perintahkan oleh atasan 
baik secara tertulis 
maupun lisan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Tugas 
Kedinasan yang di 
perintahkan oleh 
atasan baik secara 
tertulis maupun lisan

Laporan 12



PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PROGRAM KOORDINASI DAN 

SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN DAN SDA

Rp. 800.000.000,- APBD

JUMLAH ANGGARAN Rp. 800.000.000,-

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025 

Pihak Pertama,

KEPALA BID ANG PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN DAN SDA

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

BAGUS EKET SAMPURNO, S.St.Pi
/PEMTA TK/I/ (III/d.)

NIP. 198303302008011008

)

(
(
(
(
(
{
(
(
(
(

)
)

)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 

KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURDIYANTO, S.STP,M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.

Jabatan : Pit.KEPALA BADAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja 

(Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 

(RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai 

Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.

2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif 

dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan 

publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam 

seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna 

mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan 

meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



yang berbasis data. \

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan 

kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak 

nyata dalam kehidupan masyarakat.

7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target peijanjian 

kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kineija dan Tim Penyusun, Monitoring 

dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian 

Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian 

ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari 

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Peijanjian Kineija sebagaimana 

yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

)

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE„ M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2025 

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN DAN SDA

MURDIYANTO, a.STP.M.Si
PEMBINA (IV/a)

NIP. 198104032000121006

I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan dan Capaian 
3embangunan Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persentase Keselarasan
RKPD dengan Renja PD pada 
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Persen 100

Persentase Capaian Program 
Perangkat Daerah Bidang

Persen 100

Persentase Capaian Program 
Dedikasi Daerah Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persen 100

Penilaian Kinerja 
Perencanaan (Komponen 
SAK1P) Perngkat daerah di 
bawah Koordianasi Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Nilai 20,14

2 Terwujudnya ketersediaan 
data dalam rangka percepatan 
pertumbuhan ekonomi daerah

Persentase pelaksanaan 
monitoring dan 
pengumpulan data 
sembilan langkah 
kongkrit

Persen 100

Persentase entri data 
pelaporan hasil 
sembilan langkah 
kongkrit melalui situs 
web:
kendaliekonomi.kemen 
dagri.go.id paling 
lambat tanggal 20 
setiap bulannya

Persen 100

Persentase penyiapan 
bahan rapat koordinasi 
dan evaluasi atas 
capaian percepatan 
pertumbuhan ekonomi

Persen 100

Persentase penyusunan 
dan pelaporan 
pelaksanaan tugas

Persen 100

3 Terwujudnya keselarasan 
roadmap pengendalian Inflasi 
Daerah dengan program 
prioritas daerah

Persentase keselarasan 
roadmap pengendalian
Inflasi Daerah dengan 
program prioritas daerah

Persen 100

4 TerLaksananya Survey
Kepuasan Masyarakat Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persentase hasil Survey 
Kepuasan Masyarakat Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persen 100



Persentase tindak lanjut 
hasil Survey Kepuasan 
Masyarakat pada Bidang 
Perencanaan Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam

Persen 100

5 Terlaksananya Forum 
Konsultasi Publik Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Aiam

Tersedianya Dokumen
Berita Acara Hasil
Forum Konsutasi Publik 
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Dokumen 1

Persentase
Rekomendasi Yang
Sudah ditindak Lanjuti 
dari Berita Acara Hasil
Forum Konsutasi Publik 
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Persen 100

6 Tersedianya Analisis
Kebijakan dan Pemecahan 
Masalah pada Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Persentase
Ketersediaan Analisis 
Kebijakan dan
Pemecahan Masalah 
pada Bidang
Perencanaan
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Persen 100

7 Tersedianya Arsip Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Jumlah Dokumen Arsip
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Dokumen 12

8 Tersedianya Dokumen 
Manajemen Risiko Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Persentase
Ketersediaan dokumen 
Manajemen Risiko pada 
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam per 
Triwulan

Persen 100

9 Terlaksananya pengelolaan 
data pemerintah daerah 
yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
pada Perangkat Daerah di 
bawah koordinasi Bidang 
Perencanaan
Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam

Tingkat keterisian Data 
Prioritas Tahunan pada 
Perangkat Daerah di 
bawah koordinasi
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Persen 100



10 Terlaksananya Kepatuhan 
Input e- Pantau

Tingkat Ketepatan 
waktu input e-Pantau 
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10 
setiap bulan Pada
Bidang Perencanaan 
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Persen 100

Tingkat Ketepatan 
waktu input e-Pantau 
dan telah di verifikasi
100% per tanggal 10 
setiap bulan Perangkat 
Daerah di bawah 
koordinasi Bidang

Persen 100

11 Terlaksananya Tugas 
Kedinasan yang di 
perintahkan oleh atasan 
baik secara tertulis 
maupun lisan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Tugas 
Kedinasan yang di 
perintahkan oleh 
atasan baik secara 
tertulis maupun lisan

Laporan 12

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1 PROGRAM KOORDINASI DAN 

SINKRONISASI PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SDA

Rp. 800.000.000,- APBD

JUMLAH ANGGARAN Rp. 800.000.000,-

Pihak Kedua,

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2025 

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN KEPALA BIDANG PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN DAN SDA

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE„ M.M

PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

MURDIYAjNTO, S.STP.M.Si
PEMpINA (IV/a)

NIP. 198104032000121006




















































































































































































































































































































































































































































































































































